
 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 25 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9  

TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 180/106 Tahun 2016 tentang 

Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 

2012 tentang  tentang Pengelolaan Air Tanah perlu 

dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang  tentang 

Pengelolaan Air Tanah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3046 ); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
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- 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419 ); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888 ); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725 ); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 

Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
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Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4859); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 

Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 

 dan 

BUPATI KLATEN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 

TAHUN 2012 TENTANG  PENGELOLAAN AIR TANAH. 

 

Pasal 1  

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang  

Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 83) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten. 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 12 Oktober 2017 

Plt. BUPATI KLATEN, 

     Cap 

   Ttd 

   SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten  

pada tanggal 12 Oktober 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

 Ttd 

JAKA SAWALDI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 25 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA 

TENGAH: (17/ 2017) 
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PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  

NOMOR 25 TAHUN 2017 

TENTANG  

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9  

TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, ada beberapa perubahan kewenangan 

Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Romawi I huruf CC 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya 

Mineral Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin 

pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi yang 

tadinya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, 

maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 164 

 


